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SOP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PT

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Teshun 2009 Tentang
Peradilan Umum

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak
Pidana Korupsi

5. Undang-Undang Nomor 46 Tazhun 2009 Tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

6. Perma Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 1
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan |

Kesekretariatan Peradilan

7. Sema Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian
Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat
Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Pengadilan

8. Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung
Nomor:026/KMA/SK/I1/2012 Tentang Standar Pelayanan
Pengadilan

9. Buku | Dan Il Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Peradilan

10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

11.Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri

1. S8-3 Hukum
2. 5-2 Hukum
3. S-1 Hukum
4, SLTA

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Kepaniteraan Tipikor
2. SOP Kesekretariatan Umum

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Register Perkara Tindak Pidana Korupsi

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. SIPP
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka jangka waktu 2. Buku Eskpedisi

penyelesaian perkara tidak terpenuhi

3. Register Perkara Tindak Pidana Korupsi




Pelaksana Mutu Baku KET

No | Aktivitas |Petugas Panmud Hakim KPT/ Parsyaratan(
PTSP Meja Il Tiplkor Panitera PP WKPT | Perlangkapan Waktu Output
1| Menerima berkas ~ Berkas 10 Tanda lerima
perkara Tk perkara Menit | berkas perkara
Q - Buku banding dari
ekspedisi baglan umum
- Checklist
- ATK
2| Meneliti - Berkas 20 Barkas lengkap
kelengkapan Parkara Menit
berkas parkara Ya _/> — Check List
TN - ATK
3| Memberikan ~ Berkas 30 Berkas perkara
nomor perkara Perkara Menit | sudah
+ - ATK mendapatkan
_J nomor perkara
4| Menginput | - Berwas 30 nomor dan data
kedalam SIPP —_ Perkara Menit | perkara terinput
danr - Formulic dalam SIPP dan
dalam buku lainnya tercatat dalam
ragister induk - SIPP buku register induk
perkara serta - Register perkara
formullr-formulir v Induk
yang diperiukan Perkara
Pldana
s] Penetapan — Berkas 20 Penetapan majelis
Majelis Hakim r'l perkara Menit | hakim
melalul SIPP - Formulir =
formulir
- SIPP
- ATK
8| Menunjuk - Berkas 20 Penunjukan
Panitera h 4 perkara Menit | panitera pengganti
Pengganti melalul I 1 - Formullr —
SIPP farmulle
- SIPP
- ATK
7| Menerima - Berkas 15 Tanda terima
berkas perkara 3 perkara menit | berkas perkara
melalul Panmud - Penetapan
Pidana majelis [
- Penetapan
PP
- Buku
Ekspedisi
8| Menatapkan har — Berkas an penelapan har
sidang pertama | l perkara Menit | sidang partama
- Blanks terinput dalam
Penatapan SIPP
8| Mempelajari - Berkas 7 hari | Tanda lerma
berkas perkara perkara berkas
- Buku
ekspedis|
E; antar majelis
- ATK
10| Musyawarah f - Berkas 60 Rumusan hasil
mejelis hakim parkara Menil | musyawarah yang
- Perndapat sudah diparaf
majelis
1 hakim
11] Konsep putusan - Berkas 3 harl | kansep putusan
dan pengetikan 3 perkara slap
E ~ Rumusan
hasil
musyawarah
yang spdah
diparal
- ATK
12§ Sidang Y -Berkas 60 Putusan
pengucapan ,.| | perkara Manit
Pulusan -Ruang sidang
-Konsep
; 5 putusan
~ATK
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& s PELAKSANA MUTU BAKU
t
% . Potuges! mojan | UMY | poritges | PP | Hakim | K | porsyaratan! | wakta | Output fat
13| Pembuatan dan - Berkas &0 Berita acara
;errli:niltb:nganln perkara Menit sidang
erita Acara ~ Konsep berita
Sidang Tidak acara sldang
| - ATK
14| F ganan - Barkas B0 Berila acara
Berita Acara perkara Menit sidang
Sldang dan koraksi va - Keonsep berita
acara sidang
- ATK
15| Menginput amar Putusan PT 30 Amar dan
dan tanggsl SIPP Manit  |tanggal putusan
putusan kedalam ? langkap
SIPP
16| Menginput + Pertimbangan ] Pedimbangan
perimbangan % Hukum Menit  |Hukum dan
hukum dan e-doc | J Putusan PT e-doc putusan
kadalam SIPP L sipp langkap
17( Penjiltan berkas Berkas &0 Berkas perkara
perkam | i‘ parkara menkt | terdild
ATK
18| Menerima - Barkag 30 Tanda lerima
Minutasi perkara perkara menit panyerahan
- Buku barkas dan
ekspedial berita acara
- Berita acara
penyerahan
minutasi
18| Menginput - Berkas perkara | 30 Data terinput
tanggal minutasi ~ Register Induk menit dalam SIPP
dalam SIPP dan - SIPP dan tercatal
mencatat dalam L ATK dalam register
reglster induk Induk
20( Membuatdan - Putusan &0 Salinan
menandatangani LY I - Softcopy menlt putusan yang
sallnan putusan g1 I putusan sudah ditanda
- Salinan putusan langani
yang balum
ditandatanganl
21| Membuat konsap - Salinan putusan | 20 Konsep surat
sural pengantar o yang sudah manit pengantar
pangiriman I+ ditandatangani
berkas perkara ke Tidax - Berkas Perkara
PN u
22 Meneliti dan - Berkas parkara | 60 Surat pengantar
menandalangani / - Putusan menit pengiriman
konsep sural va | . - BAP berkas
pengantar " - Softcopy Dan Salinan
pengiriman \ - Putusan resml pulusan
::nn pa}km ke - Konsep surat PT
pengaju panganiar
penglriman
barkas parkara
- Buku Ekspedis|
- ATK
23{ Menyerahkan - berkas perkara | 30 Bukti
berkas parkara - Salinan putusan | Menit panyerahan
{bundle A) dan dan softcopy barkas
salinan putusan = Sural pengantar
ka PN Pangaju pangiriman
melatui Baglan berkas
Umum {maksimal - Buku ekspedisi
berkas sudsh - ATK
dikirim oleh
baglan umum 9 x
24 J]am hari kerja)
24| Menyerahkan - Berkas parkara | 15 Barila Acara
berkas perkara + Putusan Asli menit | Penyarahan
(bundle B dan - Buku ekspedisi
putusan) kepada
Panmud Hukum
untuk diarsipkan J "
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Keterangan :
1. Poin 3 Seharusnya Penomoran Perkara Tidak Di PTSP Akan Tetapi Diruangan Ke
Paniteraan Tipikor
2. Poin 9 Hakim Setelah Menerima Berkas Perkara, Untuk Ketua Majelis Selama 7 Hari,
Untuk Anggota 1 Dan 2 Masing-Masing 7 Hari
3. Poin 17 Penjilidan Berkas Perkara Setelah Panitera Pengganti Minutasi Ke Bagian Ke
Paniteraan Tipikor



